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ABSTRAK 

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan 

sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka 

Otonomi Desa. Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana 

prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam 

kerangka untuk mewujudkan otonomi desa?Bagaimana peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak 

Kota?Bagaimana hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) 

untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota? 

Metode yang digunakan peneliti  adalah  pendekatan hukum secara yuridis 

sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. 

Adapaun  sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  

yang diperoleh  dari studi  lapangan  wawancara  dengan Perangkat Desa di 

wilayah Kecamatan Demak Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan yang berkaitan dengan teori peran dan kewenangan desa.     

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Prosedur Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan 

otonomi desa sebagai berikut: Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan 

anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDesa yang telah 

ditetapkan; Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; Kepala Desa 

sekanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk 

dibahas dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

yang telah disepakati bersama Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi 

Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan 

Perdes tentang APBDesa. Hambatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk 

mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota  antara lain yaitu 

Keterbatasan anggaran., proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa 

pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan 

pencairan dana desa, perubahan nominal dana APBDes yang diterima dan adanya 

peraturan Bupati baru. Upaya dalam mengatasi masalah ini  diantaranya yaitu  

pemerintahan desa blerong dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya swadaya masyarakat, kemudian 

menggunakan dana Pendapatan Asli Desa, dan dana Kurang Salur yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 
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ABSTRACT 

 

Village Government is a sub system of the Regional Government 

administration system so that the Village has its own authority to regulate and 

manage community interests within the framework of Village Autonomy. The 

formulation of the problem in this research is: What is the procedure for the 

Village Income and Expenditure Budget Formulation (APBD) in the framework of 

realizing village autonomy? What is the role of the Village Consultative Body 

(BPD) in the Village Income and Expenditure Budget Formulation (APBD) to 

realize village autonomy in Demak District City? How are the obstacles and 

solutions to the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Preparation of 

the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) to realize village autonomy 

in Demak Kota District? 

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach 

and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data 

in this study are primary data obtained from field studies interviews with village 

officials in the Demak Kota District area. And secondary data were obtained from 

literature studies relating to the theory of the role and authority of the village. 

Based on the results of the research, the Village Income and Expenditure 

Budget Formulation Procedure (APBD) in the framework of realizing village 

autonomy is as follows: The activity implementer submits activity budget 

proposals to the village secretary based on the established RKPDesa; The Village 

Secretary prepares the Village Regulation Draft on APBDesa (RAPBDesa) and 

submits it to the Village Head; The Village Head then submits to the Village 

Consultative Body (BPD) to discuss and mutually agree on the Village Regulation 

Draft on APBDesa which has been agreed upon with the Regent / Mayor to 

determine the evaluation results of the Draft APBDesa within 20 working days 

from the receipt of the draft Perdes on APBDesa. The obstacles to the role of the 

Village Consultative Body (BPD) in the Preparation of the Village Revenue and 

Expenditure Budget (APBD) to realize village autonomy in Demak Kota District 

include budget limitations, the planning process for Village Fund Budget 

management during village deliberations, low community self-help, late 

disbursements village funds, changes to the nominal value of APBDes funds 

received and a new Bupati regulation. Efforts to overcome this problem include 

the Blerong village government with an agreement with the Village Consultative 

Body to disseminate information on the importance of community self-help, then 

use Village Original Income funds, and Fund Less Channels, whose 

implementation is in accordance with the provisions of the applicable legislation. 
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